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PERJANJIAN KERJASAMA 
ANTARA 
SMK NEGERI 1 PANTAI LABU
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Email : smkn_1pantailabu@yahoo.com
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DENGAN

PT TARU DIGITAL KREATIF
Jl. Mesjid Gang Pelita No. 1040, Bandar Klippa,
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara Kode Pos 20371
Email: tarutaru.lab@gmail.com
Telp. 085123696714
NOMOR: 004/MOU/TDK/IX/2026

TENTANG 
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI/ 
PENDIDIKAN SISTEM GANDA
(14 September 2026 s/d 14 September 2029)

Pada hari Selasa, 14 September 2026 bertempatan di Kantor TaruLab Brigjend Katamso, kami bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama		: SUHARTO, S.Pd, M.Si
NIP		: 197211102006041003
Jabatan		: Kepala SMK Negeri 1 Pantai Labu
Alamat Kantor	: Jl. Pasar XII Desa Durian Kecamatan Pantai Labu, 20553
Telp		: 081396912273
Bertindak untuk SMK Negeri 1 Pantai Labu, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama		: ANDIKA PRATAMA
NPWP PT	: 1000000009915353
NIK		: 1207262612060013
Jabatan		: Direktur Utama PT Taru Digital Kreatif
Alamat Kantor	: Jl. Brigjend Katamso No.54, Kp. Baru, Kec. Medan Maimun, 20217
Telp		: 085123696714
Bertindak untuk PT Taru Digital Kreatif, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK".

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Bab IV. Pasal 8 ayat (1) tentang “Peran serta masyarakat dapat memberikan kesempatan untuk megang dan atau pelatihan kerja” PARA PIHAK sepakat untuk malaksanakan Kerjasama dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Pantai Labu sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN
Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan kompetensi peserta didik SMK Negeri 1 Pantai Labu agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kerja sama ini juga dimaksudkan untuk memperkuat keterhubungan antara pendidikan vokasi dengan dunia kerja melalui kegiatan pembelajaran berbasis praktik, pengembangan kompetensi, pengenalan lingkungan kerja, serta kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 2
LINGKUP KERJA
Lingkup kerja sama antara PARA PIHAK meliputi pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesiapan peserta didik dan lulusan SMK Negeri 1 Pantai Labu, yang antara lain mencakup:
1. Pelaksanaan, pengembangan, dan pendampingan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi peserta didik sesuai dengan bidang kompetensi, kapasitas, dan kebutuhan PIHAK KEDUA.
2. Sinkronisasi dan pengembangan kurikulum agar kompetensi yang diberikan kepada peserta didik dapat selaras dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan teknologi dan industri.
3. Pemanfaatan fasilitas, sarana, prasarana, perangkat, sumber daya, dan/atau lingkungan pembelajaran milik masing-masing pihak sepanjang tersedia, relevan, tidak mengganggu kegiatan operasional, dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
4. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari dunia kerja, termasuk Guru Tamu, praktisi, narasumber, workshop, seminar, pelatihan, atau kegiatan sejenis sesuai dengan kompetensi dan ketersediaan sumber daya PIHAK KEDUA.
5. Pelaksanaan riset, pengembangan, dan kegiatan terapan yang mendukung pembelajaran berbasis proyek, teaching factory, pengembangan kompetensi peserta didik, serta inovasi di bidang yang relevan.
6. Fasilitasi informasi dan/atau peluang rekrutmen bagi lulusan SMK Negeri 1 Pantai Labu sesuai dengan kebutuhan, kualifikasi, dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA atau mitra kerja terkait. Kerja sama ini tidak mengikat PIHAK KEDUA untuk menerima atau mempekerjakan setiap lulusan.
7. Pertukaran dan penyampaian informasi mengenai beasiswa, program pengembangan kompetensi, kesempatan kerja, program magang, ikatan dinas, program sosial, kerja sama internasional, dan informasi lain yang relevan dari dunia kerja maupun lembaga terkait.
8. Dukungan terhadap pengadaan atau bantuan peralatan praktik, perangkat pembelajaran, dan/atau sumber daya pendidikan lainnya apabila memungkinkan, berdasarkan kemampuan, kebutuhan, dan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
9. Pelaksanaan kegiatan promosi, publikasi, dan/atau dokumentasi kegiatan kerja sama untuk kepentingan bersama sepanjang memperoleh persetujuan PARA PIHAK dan tetap memperhatikan ketentuan mengenai penggunaan nama, logo, identitas, data, serta materi milik masing-masing pihak.
10. Pengembangan kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi peserta didik, penguatan hubungan antara sekolah dan dunia kerja, serta pengembangan sumber daya manusia yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.



PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A. PIHAK PERTAMA
PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang, serta PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan, pemantauan, dan pengembangan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengatur, mengembangkan, dan melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Praktik Kerja Industri (Prakerin) sesuai dengan ketentuan pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia kerja.
3. Menetapkan dan menugaskan guru pembimbing yang bertanggung jawab untuk mendampingi, memantau, berkoordinasi, serta mengevaluasi peserta didik selama melaksanakan PKL pada PIHAK KEDUA.
4. Menyampaikan data peserta didik yang akan melaksanakan PKL kepada PIHAK KEDUA secara lengkap dan benar sebelum pelaksanaan PKL, sekurang-kurangnya meliputi identitas peserta didik, kompetensi keahlian, periode pelaksanaan, serta informasi lain yang diperlukan untuk keperluan administrasi dan pembimbingan.
5. Memastikan peserta didik yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA telah memenuhi persyaratan administratif dan akademik yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA serta memiliki perlindungan asuransi atau jaminan kecelakaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tata tertib, etika, kedisiplinan, keselamatan kerja, kerahasiaan informasi, serta ketentuan lain yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA sebelum peserta didik melaksanakan PKL.
7. Melakukan pembekalan kepada peserta didik sebelum pelaksanaan PKL agar peserta didik memahami tujuan, ruang lingkup, tata tertib, target kompetensi, dan tanggung jawab selama mengikuti program.
8. Menyediakan fasilitas sekolah yang dapat dimanfaatkan bersama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK untuk mendukung kegiatan pembelajaran, pengembangan kompetensi, dan/atau teaching factory.
9. Mengundang dan mengoordinasikan tenaga ahli atau praktisi dari PIHAK KEDUA sebagai Guru Tamu untuk kegiatan pembelajaran di sekolah berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.
10. Melakukan sinkronisasi dan pengembangan pembelajaran dengan mempertimbangkan masukan dari dunia kerja mengenai perkembangan teknologi, kebutuhan kompetensi, budaya kerja, serta keterampilan yang dibutuhkan di industri.
11. Mendorong kegiatan riset, pengembangan, inovasi pembelajaran, dan kegiatan terapan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat mendukung peningkatan kompetensi peserta didik.
12. Menyediakan data lulusan dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan bursa kerja, penyampaian informasi kesempatan kerja, atau proses rekrutmen lulusan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
13. Menyampaikan kepada peserta didik dan lulusan informasi mengenai program beasiswa, ikatan dinas, program pengembangan kompetensi, kerja sama internasional, program sosial, maupun program lain yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan peserta didik.
14. Mengelola dan memelihara bantuan peralatan praktik yang diterima dari PIHAK KEDUA apabila terdapat pemberian atau hibah peralatan, serta menggunakan peralatan tersebut untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan tujuan pemberiannya.
15. Melakukan kegiatan promosi atau publikasi bersama dengan PIHAK KEDUA untuk kepentingan pendidikan, pengembangan kompetensi, dan penguatan hubungan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, dengan tetap memperoleh persetujuan PARA PIHAK atas materi publikasi yang menggunakan nama, logo, merek, atau identitas masing-masing pihak.
16. Mengikutsertakan peserta didik dari kompetensi keahlian yang relevan dengan bidang teknologi informasi, termasuk Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), serta kompetensi keahlian terkait lainnya, dalam program TaruLab Community sesuai dengan kapasitas, persyaratan, jadwal, dan program yang tersedia.
17. Memastikan peserta didik yang mengikuti TaruLab Community atau kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA mematuhi ketentuan, tata tertib, kode etik, serta kebijakan yang berlaku selama mengikuti kegiatan.
18. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA apabila terdapat perubahan data peserta, perubahan jadwal, ketidakhadiran, pelanggaran tata tertib, kendala pembelajaran, atau permasalahan lain yang berkaitan dengan peserta didik selama pelaksanaan kerja sama.

B. PIHAK KEDUA
PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
1. Menerima peserta didik dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan PKL sesuai dengan kapasitas, kebutuhan, bidang kompetensi, persyaratan, serta jangka waktu yang telah disepakati PARA PIHAK.
2. Menentukan jumlah peserta didik, bidang penempatan, pembagian tugas, serta bentuk kegiatan PKL berdasarkan kapasitas dan kebutuhan operasional PIHAK KEDUA.
3. Menyediakan lingkungan kerja dan kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kompetensi peserta didik sejauh dapat dilaksanakan berdasarkan bidang usaha, kondisi, dan kapasitas PIHAK KEDUA.
4. Memberikan pengarahan kepada peserta didik mengenai tata tertib, budaya kerja, etika profesional, keamanan informasi, keselamatan kerja, serta ketentuan internal yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
5. Menunjuk pembimbing atau mentor dari lingkungan PIHAK KEDUA untuk mendampingi peserta didik selama pelaksanaan PKL sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas PIHAK KEDUA.
6. Memberikan bimbingan, pengarahan, dan evaluasi terhadap peserta didik selama pelaksanaan PKL untuk mendukung pencapaian kompetensi dan pengalaman kerja yang relevan.
7. Menyampaikan hasil evaluasi atau penilaian peserta didik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan mekanisme dan instrumen evaluasi yang telah disepakati.
8. Berkoordinasi dengan guru pembimbing dari PIHAK PERTAMA mengenai perkembangan peserta didik, kehadiran, pencapaian kompetensi, kendala, serta permasalahan yang muncul selama pelaksanaan PKL.
9. Memberikan masukan kepada PIHAK PERTAMA mengenai perkembangan teknologi, kebutuhan kompetensi, standar kerja, budaya industri, serta keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja sebagai bahan pengembangan pembelajaran.
10. Berpartisipasi dalam kegiatan sinkronisasi dan pengembangan kurikulum apabila diperlukan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
11. Menyediakan tenaga ahli, praktisi, atau profesional dari lingkungan PIHAK KEDUA sebagai Guru Tamu atau narasumber dalam kegiatan pembelajaran di sekolah berdasarkan kebutuhan, ketersediaan tenaga ahli, jadwal, dan kesepakatan PARA PIHAK.
12. Memfasilitasi pemanfaatan fasilitas, perangkat, teknologi, atau sumber daya milik PIHAK KEDUA yang secara wajar dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, PKL, pengembangan kompetensi, atau teaching factory berdasarkan persetujuan dan ketentuan internal PIHAK KEDUA.
13. Berpartisipasi dalam kegiatan riset terapan, pengembangan proyek, inovasi, atau kegiatan pembelajaran berbasis industri yang relevan dengan bidang usaha dan kemampuan PIHAK KEDUA.
14. Memberikan kesempatan kepada lulusan PIHAK PERTAMA untuk mengikuti proses rekrutmen, seleksi, atau bursa kerja yang diselenggarakan atau dibuka oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja, persyaratan, dan ketentuan rekrutmen yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
15. Menyampaikan informasi mengenai kesempatan kerja, program pengembangan kompetensi, beasiswa, kerja sama, kegiatan industri, atau program lainnya yang relevan kepada PIHAK PERTAMA untuk dapat diteruskan kepada peserta didik dan lulusan.
16. Memberikan bantuan berupa peralatan praktik, perangkat pembelajaran, atau sumber daya lainnya kepada PIHAK PERTAMA apabila memungkinkan, berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan kebijakan PIHAK KEDUA serta berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
17. Berpartisipasi dalam kegiatan promosi, publikasi, seminar, workshop, atau kegiatan lain yang diselenggarakan bersama untuk kepentingan pengembangan hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, sepanjang telah disepakati PARA PIHAK.
18. Menyediakan wadah dan program pengembangan melalui TaruLab Community bagi peserta didik yang diikutsertakan oleh PIHAK PERTAMA, yang dapat meliputi pembelajaran, pengembangan keterampilan, mentoring, kolaborasi proyek, pengenalan dunia industri, pengembangan portofolio, dan kegiatan lain yang relevan dengan teknologi informasi serta industri kreatif digital.
19. Menentukan bentuk, materi, jadwal, kapasitas, persyaratan, dan mekanisme pelaksanaan program TaruLab Community berdasarkan kemampuan dan program yang tersedia pada PIHAK KEDUA.
20. Menjaga keamanan dan kerahasiaan data peserta didik yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
21. Menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA setiap kejadian atau permasalahan yang bersifat material dan berkaitan dengan peserta didik, termasuk pelanggaran tata tertib, ketidakhadiran tanpa keterangan, kecelakaan, atau keadaan lain yang memerlukan tindak lanjut dari PIHAK PERTAMA.
22. Tidak memperkenankan peserta didik menggunakan fasilitas, sistem, akun, perangkat, data, informasi, atau sumber daya milik PIHAK KEDUA di luar kepentingan PKL tanpa izin dari pihak yang berwenang pada PIHAK KEDUA.
23. Dalam pelaksanaan PKL, PIHAK KEDUA berhak memberikan tugas dan kegiatan kepada peserta didik sepanjang relevan dengan tujuan pembelajaran, kompetensi peserta didik, serta ketentuan PKL yang telah disepakati PARA PIHAK.
24. Pelaksanaan kegiatan, fasilitas, pembimbingan, program pengembangan, Guru Tamu, bantuan peralatan, maupun bentuk dukungan lainnya oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan berdasarkan kapasitas, kebutuhan, ketersediaan sumber daya, dan kesepakatan PARA PIHAK serta tidak dapat ditafsirkan sebagai kewajiban untuk memberikan seluruh bentuk dukungan tersebut secara bersamaan.

PASAL 4
PEMBIAYAAN DAN BIAYA PROGRAM PRAKTIK KERJA LAPANGAN

1. Dalam pelaksanaan Program Praktik Kerja Lapangan (PKL), SMK Negeri 1 Pantai Labu dapat memberikan biaya pelaksanaan program kepada PT Taru Digital Kreatif sebagai kompensasi atas penyediaan tempat, fasilitas, pembimbingan, pengawasan, pengelolaan, dan layanan pendukung kegiatan PKL.
2. Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan mempertimbangkan jumlah peserta PKL, durasi pelaksanaan, fasilitas yang disediakan, intensitas pembimbingan, serta ruang lingkup kegiatan.
3. Pembayaran biaya program dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan mekanisme pembayaran yang disepakati PARA PIHAK dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan atau lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.
4. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya kerja sama kelembagaan dan bukan merupakan pungutan langsung kepada peserta didik.
5. PARA PIHAK sepakat bahwa peserta didik tidak diwajibkan melakukan pembayaran secara langsung kepada PIHAK KEDUA, kecuali terdapat kebutuhan atau kegiatan tertentu yang secara khusus telah disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK dan diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan PIHAK PERTAMA.
6. Biaya transportasi, konsumsi, perlengkapan pribadi, atau kebutuhan lain yang timbul dari kegiatan peserta didik selama pelaksanaan PKL menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan teknis yang dibuat PARA PIHAK.
7. Ketentuan mengenai jumlah peserta, durasi PKL, besaran biaya, jadwal pembayaran, fasilitas yang diberikan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), Surat Perjanjian, atau lampiran pelaksanaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari MoU ini.

PASAL 5
JANGKA WAKTU
1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 14 September 2026 sampai dengan 14 September 2029.
2. Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu, dengan mempertimbangkan efektivitas, kebutuhan, perkembangan kegiatan, serta hasil pelaksanaan kerja sama.
4. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PARA PIHAK dapat melakukan penyesuaian, perubahan, atau penyempurnaan terhadap pelaksanaan kerja sama berdasarkan kesepakatan bersama.
5. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Perpanjangan dilakukan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan tertulis PARA PIHAK sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
6. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Sama, pihak tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.
7. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK atau apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak menghapus kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul sebelum tanggal efektif pengakhiran, termasuk kewajiban penyelesaian administrasi, pembayaran, atau kewajiban lainnya yang masih harus dipenuhi.
9. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir, kegiatan PKL yang sedang berjalan pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tetap diselesaikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, kecuali PARA PIHAK menyepakati lain secara tertulis.



PASAL 6
PERLINDUNGAN DAN ASURANSI SISWA PKL
1. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas kepesertaan dan perlindungan asuransi peserta didik selama pelaksanaan Program PKL sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA memastikan bahwa seluruh peserta PKL yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA telah memperoleh perlindungan asuransi atau jaminan kecelakaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum kegiatan PKL dimulai.
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan lingkungan PKL yang aman dan memberikan pengarahan mengenai tata tertib, keselamatan, serta ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja PIHAK KEDUA.
4. Dalam hal terjadi kecelakaan atau keadaan darurat yang dialami peserta PKL, PARA PIHAK akan melakukan koordinasi dan memberikan pertolongan awal sesuai dengan kondisi dan kewenangan masing-masing pihak.
5. Pengajuan dan pemenuhan manfaat asuransi peserta PKL menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sesuai dengan kepesertaan dan polis atau program perlindungan yang dimiliki peserta didik.
6. Ketentuan pada pasal ini tidak menghapus tanggung jawab masing-masing pihak apabila terdapat tindakan atau kelalaian yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang bersangkutan.

PASAL 7
LAIN-LAIN
1. Perjanjian Kerja Sama ini tidak bersifat eksklusif dan tidak menghalangi PIHAK KEDUA untuk melakukan kerja sama, Perjanjian Kerja Sama, atau bentuk kemitraan lainnya dengan instansi, perusahaan, lembaga pendidikan, sekolah, maupun pihak lain sepanjang kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. PIHAK PERTAMA tetap memiliki hak untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan yang sejenis, sepanjang tidak mengurangi atau menghilangkan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat melakukan pembahasan dan menyepakati ketentuan tambahan yang diperlukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi pelaksanaan kerja sama.
4. Setiap perubahan, penambahan, pengurangan, atau penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk perubahan atau addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.
5. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama.
6. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul permasalahan, perbedaan penafsiran, perselisihan, atau kendala lainnya, PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dengan mengutamakan penyelesaian yang baik, proporsional, dan tidak merugikan kepentingan masing-masing pihak.
7. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum mencapai kesepakatan, PARA PIHAK akan melakukan pertemuan lebih lanjut untuk menentukan mekanisme penyelesaian yang disepakati bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Selama proses penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), PARA PIHAK tetap berkewajiban melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama yang tidak sedang menjadi objek perselisihan.
9. Hal-hal yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk jadwal, jumlah peserta, pembagian tugas, mekanisme pembimbingan, fasilitas, administrasi, pembiayaan, serta ketentuan teknis lainnya dapat diatur lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan, lampiran, atau kesepakatan tertulis yang disetujui PARA PIHAK.

PASAL 8
PENUTUP
1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak mana pun, serta setelah masing-masing pihak memahami seluruh isi dan maksud Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing dibubuhi tanda tangan PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap asli Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dokumen yang sah dan menjadi dasar pelaksanaan kerja sama.
4. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk tertulis.
5. Setiap ketentuan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
6. Apabila terdapat ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang kemudian dinyatakan tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
7. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlaku selama jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
8. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian Kerja Sama serta berkomitmen untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab.
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